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KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR : 33/KPTS/VII/2026
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH PADA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

Menimbang

Mengingat

TAHUN 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN,

a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 11 Peraturan Presiden

Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja adalah Ikhtisar yang
menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian
kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang
ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

b. bahwa dalam rangka mengukur tingkat kinerja Sekretariat

Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu disusun Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera
Selatan Tahun 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat Daerah
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025;

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang
Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 7153);

. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi

Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6865);

. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);



